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BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Perlakuan Akuntansi

Aset Tetap Kendaraan Bermotor pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara

Timur dan menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah penulis

menyimpulkan bahwa :

1. Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini

kantor Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur belum

sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai

acuan dalam menginventarisir barang milik daerah pemerintah

Provinsi NTT. Dalam hal penyusutan aset tetapnya Dinas Sosial

telah sepenuhnya menerapkan Standar akuntansi Pemerintahan

sesuai mekanisme yang berlaku. Akan tetapi dalam penataan atau

inventarisir asetnya, Dinas Sosial belum sepenuhnya menerapkan

Standar Akuntansi Pemerintahan hal ini nampak pada daftar

inventaris aset Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa

aset tetap dalam hal ini kendaraan bermotor yang masa manfaatnya

telah melewati umur ekonomisnya masih tetap dicatat dalam buku

daftar inventaris barang milik daerah.

2. Belum adanya kendaraan pengganti, sehingga kendaraan-kendaraan

yang sudah tidak layak digunakan menurut PSAP masih beroperasi

dan masih dicatat dalam daftar aset tetap yang dimiliki pemerintah.
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6.2. Saran

1. Diharapkan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan

penghapusan bagi Aset Tetap yang masa manfaatnya telah melampaui

batas dan yang tidak memberikan manfaat bagi instansi.

2. Apabila Dinas Sosial melakukan penghapusan bagi kendaraan yang

sudah melampaui batas umur ekonomis, maka ada dua keuntungan yang

diperoleh yakni dapat mengurangi pembebanan anggaran pemerintah

dalam pemeliharaan kendaraan, dan pemerintah memperoleh penghasilan

atau pendapatan dari penjualan kendaraan tersebut.

3. Pemerintah wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

dalam mengelola keuangan daerah, sehingga keuangan daerah dapat

dipertanggungjawabkan secara benar, terarah dan akurat.
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